
75 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada 

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah 

Kabupaten Lombok Timur maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Lombok Timur, masih dianggap perlu membutuhkan langkah strategis 

yang lebih terstruktur dan efisien lagi supaya bisa memberikan 

pemahaman terbaru kepada masyarakatnya, karena mengingat tingkat 

pemahaman dan kesadaran masyarakat merupakan faktor utama penunjang 

pengimplementasian dari ketentuan-ketentuan suatu perundang-undangan 

maupun dari Perda itu sendiri, oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan 

penataan Ruang harus lebih efektif lagi memberikan penegasan melalui 

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai pihak yang 

berkompeten dalam memberikan gambaran, pandangan, bimbingan, 

evaluasi dan pemantauan dengan cara sosialiasi secara rutin, maka dari itu 

sebagai tim yang mampu memberikan gambaran, harus lebih efektif lagi 

meninjau kenyataan empiris di lingkungan masyarakatnya, karena masih 

banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum dan sering melawan 

hukum demi kepentingan kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan 
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ruang, alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang ada 

di Peraturan daerah Kabupaten Lombok timur tanpa melihat kembali asas-

asas penataan ruang yaitu, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

2. Mengoptimalkan penerapan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 

Tentang RTRWK Lombok Timur ditinjau dari Aspek Pemanfaatan Tata 

Ruang dalam kaitannya dengan alih fungsi lahan adalah 

menyelenggarakan sosialisasi, melakukan survey pengawasan secara 

intensif, serta memberikan sebuah pengenaan disinsentif untuk melakukan 

penegasan terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak 

mengantongi izin operasional dalam aspek pemanfaatan tata ruang. 

Adapun disisi yang lain ada faktor-faktor penghambat yang menjadi 

permasalahan pemerintah kabupaten dalam halnya melaksanakan 

ketentuan dari RTRWK yang masih banyak terdapat kesenjangan sosial 

akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana sebagai pemberi peluang 

terhadap optimalnya penerapan Peraturan daerah kabupaten Lombok timur 

ini. 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka akhir dari skripsi ini adalah 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Lombok Timur ditinjau Dari Aspek Pemanfataan Tata 

Ruangnya sebagai berikut : 
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1. Dalam pengimplementasian Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW 

Kabupaten Lombok Timur seharusnya pemerintah Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Timur melalui Tim 

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok Timur 

harus lebih memperhatikan pola penggunaan lahan disetiap sektor guna 

mewujudkan keserasian, keselarasan, keterpaduan dan keberlanjutan 

ditinjau dari pemanfaatan tata ruang agar pembangunan bisa berjalan 

dengan lancar dan penegakan hukum serta sanksi harus dipertegas bagi 

pelanggar aturan Perda Tata Ruang Kabupaten Lombok Timur supaya izin 

pemanfaatan lahan dan disinsentif tetap dalam pengawasan dan 

pemantauan pemerintah terkait, selain itu pemerintah dari PUPR harus 

lebih optimal lagi dalam menyusun implementasi perencanaan 

pemanfaatan tata ruang yang sesuai aturan pendekatannya 

2. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lombok 

Timur dalam melakukan pemantauan dan pengawasan harus memperkuat 

kinerjanya dalam hal melakukan suatu penerapan aturan Perda tata ruang 

kabupaten Lombok Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal 

mengatur strategi peraturan tata ruang supaya bisa menciptakan ruang 

yang produktif, aman dan nyaman yang tentunya bisa bermanfaat bagi 

masyarakat dan pemerintah melalui sosialisasi ditingkat kecamatan, 

melakukan pengawasan/pemantauan, dan pengenaan disinsentif dalam 

aspek pemanfaatan tata ruang, serta melakukan penambahan tempat 

pembudidayaan mutiara maupun ikan mengingat tempat budidayanya 
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masih sangat minim dan jauh dari para pihak pengembang bisnis dan 

penambahan tempat pembangunan hotel di Sembalun khususnya 

mengingat tingkat wisatawan setiap tahun terus bertambah dengan selalu 

memperhatikan pola penggunahan lahan dan pola penggunaan aturan tata 

ruang yang berlaku. 
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